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Abstract 
 This research aims to find out the public service quality of Information in Headquarter 
Commander of Water and Air Police Directorate of Regional Police Department in Central 
Sulawesi. This was a descriptive qualitative research. Data used were primary and secondary data. 
Data collection was conducted through observation, interview, documentation and triangulation.  
Informants were selected using purposive sampling technique. Data analysis used was adopted 
from Miles and Huberman model, namely data reduction, data display, and drawing conclusion. 
Theory used was from Parasuraman et al, consisted of five aspects, such as: 1) Tangibles, 2) 
Reliability, 3) Responsiveness, 4) Assurance, and Empathy. Based on the research findings, the 
public service quality of Information in Headquarter Commander of Water and Air Police 
Directorate of Regional Police Department in Central Sulawesi is not effective yet. The reason is 
as follow: first, tangibles aspect, which have insufficient facilities. Second is, reliability aspect, the 
quick response of the officers in giving service is not maximal yet because of limited personnel 
owned by the Regional Police Department in Central Sulawesi. Third, responsiveness aspect, that 
is the member of police personnel who received complaints by applicant have been good already, 
but the quick response in solving the complaints is not maximal yet, because the internet 
connection in several areas is not good. Fourth, assurance aspect, which is security assurance 
given by the police officers to the public is maximal already. Fifth, empathy aspect, where service 
given by the members of the police is not discriminative and they always provide service politely. 
Therefore, the researcher drawn conclusion that the public service quality of Information in 
Headquarter Commander of Water and Air Police Directorate of Regional Police Department in 
Central Sulawesi have not been maximal because of two aspects  have been fulfilled, while the 
other ones have not been fulfilled. 




Dengan meningkatnya tuntutan 
masyarakat atas tata kelola pemerintahan 
yang baik dan benar (good governance), maka 
pemberian prioritas atas kegiatan pelayanan 
menjadi suatu keharusan. Salah satu yang 
perlu mendapat prioritas adalah pelayanan 
publik pada masyarakat pesisir dan nelayan 
yang ada di wilayah Sulawesi Tengah, yang 
diberikan oleh Markas Komando Direktorat 
Polisi Perairan Polda Sulawesi Tengah harus 
memberikan prioritas utama dibidang 
pelayanan atas pengaduan yang berasal dari 
masyarakat. Pelayanan yang baik, efisien dan 
efektif akan memberikan harapan akan 
terpenuhinya rasa keadilan di masyarakat 
serta terjaminnya pengelolaan pengaduan 
yang transparan, terarah dan demokratis.  
Tatanan demokrasi dan keterbukaan 
tersebut tentu tidak hanya terjadi dalam 
kehidupan politik semata, melainkan juga di 
bidang pelayanan publik. Mengapa pelayanan 
publik dituntut untuk mempraktikan 
demokrasi? Hal ini tidak lain karena kinerja 
kepolisian salah satunya diukur dari 
kemampuannya menyediakan layanan publik 
yang efisien, efektif dan akuntabel bagi 
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seluruh masyarakat. Salah satu wujud praktik 
demokrasi dalam pelayanan adalah pelayanan 
publik berbasis teknologi informasi. 
Undang-Undang Republik Indonesia No 
2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia yang berbunyi Fungsi 
kepolisian adalah salah satu fungsi 
pemerintahan negara di bidang pemeliharaan 
keamanan dan ketertiban masyarakat, 
penegakan hukum, perlindungan, 
pengayoman, dan pelayanan kepada 
masyarakat. Maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa tugas dan wewenang kepolisian begitu 
luas dan langsung bersentuhan dengan 
masyarakat karena definisi dari kata pelayan 
itu sendiri dalam Kamus Umum Bahasa 
Indonesia, pelayanan adalah menolong 
menyediakan segala apa yang diperlukan 
orang lain seperti tamu atau pembeli. 
Menurut Dwiyanto (2008:15) 
tersedianya ruang untuk menyampaikan 
aspirasi (voice) dalam bentuk pengaduan dan 
protes terhadap jalannya penyelenggaraan 
pemerintahan dan pelayanan publik akan 
sangat penting peranannya bagi upaya 
perbaikan kinerja tata pemerintahan secara 
keseluruhan.  
Dengan demikian, pelayanan menjadi 
suatu hal yang sangat penting untuk kita 
telusuri perkembangannya mengingat dengan 
berlakunya Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah, maka peraturan tersebut 
akan mengakibatkan interaksi antara aparat 
daerah termasuk kepolisian dan masyarakat 
menjadi lebih intens.  Salah satu bentuk 
pelayanan yang harus diberikan oleh aparat 
Ditpolair adalah menerima ataupun 
menampung segala bentuk keluh kesah 
masyarakat yang ingin menyampaikan 
permasalahan-permasalahan yang terjadi di 
wilayah pesisir, melalui pelayanan publik.  
Berbagai macam permasalahan yang 
dihadapi oleh Direktorat polisi perairan dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat 
pesisir dan nelayan yang ada di wilayah 
Sulawesi Tengah, sepenuhnya belum dapat 
direalisasikan dengan maksimal, dikarenakan 
masih banyak hal-hal yang harus dipenuhi. 
Faktanya adalah kualitas pelayanan di markas 
komando Direktorat polisi perairan Polda 
Sulawesi Tengah ternyata masih jauh dari 
harapan masyarakat dengan ditandai oleh 
pelayanan publik yang tidak maksimal yaitu 
terkendala pada gangguan jaringan, karena 
masih banyak daerah di Sulawesi Tengah 
yang belum memiliki jaringan telekomunikasi 
yang cukup bagus, sehingga dapat 
mengganggu sistem komunikasi antar daerah. 
Berdasarkan observasi awal yang dilakukan 
peneliti, dengan melihat situasi dan kondisi 
yang terjadi, bahwa upaya-upaya dalam 
melaksanakan pelayanan publik yang ada di 
Direktorat polisi perairan Polda Sulawesi 
Tengah, belum sepenuhnya mengedepankan 
asas penyelesaian secara cepat, sehingga 
masyarakat selaku pengadu harus menunggu 
dalam waktu yang cukup lama, dikarenakan 
petugas yang menangani/menerima 
pengaduan pelayanan, baik itu via SMS, e-
mail, maupun telephone, terlambat 
mengetahui informasi yang disampaikan 
karena terkendala pada lemahnya jaringan, 
sehingga mengakibatkan komunikasi tidak 
sesuai harapan kedua belah pihak. 
Permasalahan lain adalah sarana dan 
prasarana yang dimiliki mako ditpolairud 
masih sangat minim, seperti jumlah gedung 
dan kendaraan operasional masih sangat 
kurang jumlahnya, serta masih kurangnya 
jumlah anggota polairud yang dimiliki oleh 
Markas komando Direktorat polisi perairan 
dalam menjaga pulau-pulau dan pesisir yang 
ada di Sulawesi Tengah. Dengan demikian, 
sangat dibutuhkan kerja sama yang baik antar 
individu/masyarakat  maupun antar organisasi 
dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat. Berdasarkan permasalahan di 
atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul Kualitas Pelayanan 
Publik di Markas Komando Direktorat Polisi 
Perairan dan Udara Kepolisian Daerah 
Sulawesi Tengah? 
 




Jenis yang akan digunakan dalam 
penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif 
kualitatif. Tipe penelitian deskriptif 
(penggambaran) adalah suatu penelitian yang 
mendeskripsikan apa yang terjadi pada saat 
ini. Menurut Masyhuri dan Zainuddin 
(2009:13), mengatakan bahwa penelitian 
kualitatif adalah penelitian yang pemecahan 
masalahnya menggunakan data empiris. 
Teknik pengumpulan data merupakan langkah 
yang paling strategis dalam penelitian, 
diantaranya yaitu observasi, wawancara 
mendalam, dokumentasi, dan triangulasi. 
Teknik penarikan informan menggunakan 
Purposive. yaitu suatu teknik penarikan 
informan yang dilakukan oleh peneliti dengan 
cara sengaja memilih orang-orang yang 
memahami dan mengerti tentang objek 
penelitian. Model interaktif dalam analisis 
data menggunakan model Miles dan 
Huberman dalam Idrus (2009:147-151), yang 
terdiri dari pengumpulan data, penyajian data, 
reduksi data, dan penarikan kesimpulan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Kualitas pelayanan adalah kondisi 
dinamis yang berhubungan dengan produk 
atau jasa pelayanan, manusia, proses, dan 
lingkungan secara langsung dapat memenuhi 
keinginan para pelanggannya, sehingga 
tercapai kepuasan. Kualitas pelayanan sangat 
tergantung dari persepsi masyarakat sebagai 
penguna jasa, karena merekalah yang 
menikmati layanan, sehingga secara otomatis 
dapat mengukur kualitas pelayanan 
berdasarkan harapan-harapan mereka dalam 
memenuhi keinginannya. Masyarakat menilai 
kualitas pelayan tidak hanya dilihat dari segi 
hasil pelayanan yang mereka terima, tetapi 
penilaian ini juga dilihat dari segi proses 
pelayanan. Masyarakat mempersepsikan 
kualitas dengan membandingkan kinerja 
layanan yang mereka terima dengan kinerja 
layanan yang mereka harapkan dari penyedia 
jasa. Oleh karena itu, dalam rangka 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 
khususnya masyarakat pulau-pulau, pesisir 
dan nelayan, Direktorat Polisi Perairan Polda 
Sulawesi Tengah selalu menjadi bagian 
terdepan untuk memberikan pelayanan yang 
maksimal kepada seluruh elemen masyarakat 
yang membutuhkan. Selain itu, Direktorat 
Polisi Perairan Polda Sulawesi Tengah 
sebagai institusi yang bertugas memelihara 
keamanan, penegakan hukum, memberikan 
perlindungan, pengayoman dan pelayanan 
masyarakat di wilayah perairan Polda 
Sulawesi Tengah, harus dapat mengantisipasi 
berbagai bentuk ancaman yang menjadi 
dampak perkembangan lingkungan strategis 
dengan memahami kebijakan pemerintah 
khususnya di wilayah perairan. 
Rencana Kerja Direktorat Polisi 
Perairan Polda Sulawesi Tengah tahun 2019 
memuat visi, misi, tujuan jangkah menengah, 
sasaran proritas, dan arah kebijakan Polda 
Sulteng tahun 2019 dengan strategis 
pencapaian sasaran proritas Direktorat Polisi 
Perairan Polda Sulawesi Tengah tahun 2019 
akan mengacuh pada hal-hal yang telah 
dicapai pada tahun sebelumnya baik dibidang 
operasional, pembinaan kekuatan maupun 
pembangunan kekuatan. Untuk mencapai 
keberhasilan visi, misi, tujuan jangka 
menengah, sasaran proritas, dan arah 
kebijakan Direktorat Polisi Perairan Polda 
Sulawesi Tengah pada tahun 2019, tentunya 
tidak lepas dari peran serta masyarakat dan 
keikutsertaan lembaga atau instansi terkait. 
Bentuk-bentuk gangguan Kamtibmas 
yang terjadi di wilayah perairan Sulteng yaitu, 
penyalahgunaan Narkoba, perdagangan 
manusia terutama wanita dan anak-anak, 
perjudian, illegal logging (pembalakan liar), 
lingkungan hidup, penyulundupan barang-
barang, illegal fishing (pencurian ikan), dan 
illegal mining (peti). Berdasarkan penjelasan 
di atas, maka dalam hal kualitas pelayanan 
publik di Markas Komando Direktorat Polisi 
Perairan dan Udara Kepolisian Daerah 
Sulawesi Tengah, peneliti melakukan riset 
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dengan mengadopsi teori Parasuraman dkk, 
yaitu sebagai berikut: 1) Tangibles/Berwujud, 
2)  Reliabillity/Kehandalan, 3) 
Responsiveness/Respon 4) 
Assurance/Jaminan, 5) Emphathy/Empati. 
Berkenaan dengan kelima aspek-aspek 
tersebut, akan dijelaskan berdasarkan dengan 
hasil penelitian yang telah dilaksanakan, 
dengan uraian sebagai berikut: 
1. Tangibles/berwujud 
Masyarakat akan menggunakan indra 
penglihatan untuk menilai suatu kualitas 
pelayanan. Sarana fasilitas fisik yang baik 
akan mempengaruhi persepsi masyarakat. 
Pada saat yang bersamaan aspek tangible ini 
juga merupakan salah satu sumber yang 
mempengaruhi harapan masyarakat, karena 
fasilitas fisik yang baik, maka harapan 
masyarakat menjadi lebih tinggi. Dalam 
penelitian ini, tangibles merupakan salah satu 
aspek yang dapat dilihat langsung oleh 
masyarakat, terkait dengan kualitas pelayanan 
penanganan laporan masyarakat. Aspek 
tangibles yang akan dinilai pada penelitian ini 
yaitu penampilan aparat dalam memberikan 
pelayanan penanganan laporan masyarakat 
dan ketersediaan fasilitas yang ada di Markas 
Komando Direktorat Polisi Perairan dan 
Udara Polda Sulawesi Tengah.  
Berdasarkan hasil penelitian yang 
dilakukan bahwa penilaian masyarakat terkait 
dengan  kualitas pelayan tidak hanya diukur 
dari segi hasil pelayanan yang mereka 
dapatkan, tetapi penilaian ini juga dapat 
dilihat dari segi proses pelayanan dan 
penampilan pelayanan, sehingga masyarakat 
selaku penerima, mempersepsikan kualitas 
dengan membandingkan kinerja layanan yang 
mereka terima dengan kinerja layanan yang 
mereka harapkan dari penyedia jasa.  
Berdasarkan jawaban yang 
dikemukakan para informan di atas, bahwa 
penampilan dalam berbusana adalah salah 
satu sub aspek tangibles yang menjadi pusat 
perhatian, karena dengan penampilan rapi 
oleh anggota polairud, masyarakat dapat 
merasakan pelayanan yang maksimal, dalam 
artian bahwa komitmen adalah hal yang 
paling utama dalam suatu pelayanan dengan 
tidak mengesampingkan penampilan dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
Sedangkan menurut peneliti, bahwa 
penampilan personil polairud dalam melayani 
masyarakat sudah cukup baik, karena 
pelayanan yang diberikan anggota Polisi 
Perairan dan Udara selalu mengacuh pada 
aturan yang telah disepakati yaitu 
menggunakan seragam sesuai dengan 
waktu/hari yang telah ditentukan. 
Selanjutnya aspek tangibles terkait 
dengan ketersediaan sarana dan prasarana 
yang dimiliki Markas Komando Direktorat 
Polisi Perairan Polda Sulawesi Tengah, 
menurut peneliti bahwa sarana dan prasarana 
yang dimiliki Markas Komando Direktorat 
Polisi Perairan Polda Sulawesi Tengah, 
memang belum memadai, sehingga 
menyebabkan anggota polairud dan 
masyarakat/pengadu harus lebih bisa 
bersabar, karena masih seringnya terjadi 
gangguan jaringan. Adapun sarana dan 
prasarana yang sampai hari ini masih sangat 
dibutuhkan adalah gedung utama, Kapal Type 
C2, Kapal Tipe CN, dan kendaraan mobil 
truck. Jadi sarana dan prasarana tersebut 
masih sangat dibutuhkan keberadaanya untuk 
digunakan sebagai kendaraan operasional, 
baik itu dalam rangka untuk mengangkut 
bahan bantuan maupun untuk keperluan 
lainnya. 
Uraian di atas apabila dikaitkan dengan 
apa yang dikemukakan Ibrahim (2008:18) 
tenyata masih jauh dari harapan, bahwa aparat 
polairud sudah seharusnya menganut 
paradigma costumer driven (berorientasi 
kepentingan masyarakat) dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat luas, 
mempersiapkan seluruh perangkat untuk 
memenuhi paradigma tersebut secara sistemik 
(sejak masukan-proses-keluaran-
hasil/dampaknya), sehingga terwujud 
pelayanan publik yang berkualitas. 
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2. Reliability/kehandalan 
Aspek reliability dalam penelitian ini 
ditentukan oleh kemampuan anggota polairud 
dalam memberikan pelayanan secara cepat 
keakuratan anggota polairud penerima 
pengaduan dalam memberikan informasi. 
Sesuai dengan hasil wawancara yang 
dilakukan peneliti dengan para informan 
dapat disimpulkan bahwa Pengaduan atau 
laporan masyarakat yang masuk ke anggota 
polairud dan Markas Komando Direktorat 
Polisi Perairan Polda Sulawesi Tengah, 
langsung diproses dengan cara 
mempersilakan orang tersebut menyampaikan 
jenis pengaduannya, setelah itu anggota 
polairud turun ke lokasi untuk memastikan 
laporan masyarakat tersebut. Sehingga 
anggota dapat mengambil langkah-langkah 
yang sesuai dengan prosedur yang berlaku”. 
Menurut Ndraha (2001:67) bahwa 
kecepatan dan ketepatan diukur dari kesiapan 
pegawai (anggota polairud) dalam melayani 
masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa 
anggota polairud telah berupaya melayani 
masyarakat sesuai dengan harapan 
masyarakat, untuk mengukur suatu kualitas 
pelayanan tidak dapat diukur dengan satu 
indikator. hal ini disebabkan kualitas 
pelayanan yang bersifat multidimensional. 
Olehnya itu, pelayanan yang cepat adalah 
pelayanan yang dilakukan tepat waktu dan 
tidak menunda-nunda dalam proses 
pelayanan. Kecepatan pelayanan dapat diukur 
dari ketepatan atau kecepatan daya tanggap 
anggota polairud terhadap masalah kebutuhan 
masyarakat, karena sebagai pelayan dan 
pengayom masyarakat, anggota polairud 
harus mengutamakan kepuasan masyarakat. 
Menurut peneliti, bahwa pelayanan 
secara cepat yang dibutuhkan masyarakat 
sudah dilakukan dengan maksimal oleh 
anggota polairud, sehingga laporan 
masyarakat yang masuk, terlebih dahulu 
dipastikan kebenarannya sehingga lebih 
memudahkan untuk melakukan tindakan. 
Sesuai dengan data yang diperoleh peneliti 
bahwa salah seorang warga Kelurahan 
Hanganga Kabupaten Banggai telah 
diamankan petugas polairud karena diduga 
membawa biota laut jenis kima sebanyak 80 
kantong plastik. Tetapi sejauh informasi yang 
peneliti dapatkan, belum ada kepastian bahwa 
apakah biota laut tersebut masuk kategori 
hewan yang dilindungi atau tidak. Tetapi 
dengan kejadian tersebut, ini membuktikan 
bahwa ada respon positif  anggota polairud 
untuk menjaga kawasan pesisir dan kepulauan 
dari hal-hal yang dapat melanggar hukum 
(www.ditpolairpoldasulteng.com). 
Pandangan  Suhadi (2000:25) 
mengatakan bahwa tata laksana dalam 
pelayanan masyarakat harus cepat dan tepat 
yaitu, memberikan atau melakukan pelayanan 
dengan tidak mengulur waktu dan sesuai 
dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.  
 
3. Responsiveness/respon 
Responsiveness yang dimaksud di sini 
adalah kesediaan anggota polairud untuk 
menanggapi setiap laporan masyarakat. Selain 
itu, responsiveness berkaitan dengan daya 
tanggap anggota polairud dalam melayani 
masyarakat dan bersedia membantu 
masyarakat untuk memecahkan masalah dan 
memberikan solusi yang tepat. Atau dengan 
kata lain, bahwa ada kemauan anggota 
polairud untuk tanggap membantu para 
pelapor dan memberikan pelayanan yang 
cepat, tepat dan disertai penyampaian 
informasi yang jelas. Dalam penelitian ini, 
aspek responsiveness yaitu kesiapan anggota 
polairud merespon keluhan atau pengaduan 
yang disampaikan masyarakat/pelapor dan 
kemampuan anggota polairud dalam melayani 
masyarakat yang melapor. 
Sesuai dengan hasil wawancara yang 
dilakukan peneliti bahwa Pelayanan yang 
diberikan anggota polairud sudah sesuai 
dengan prosedur, dan anggota polairud sangat 
tanggap terhadap laporan yang disampaikan 
oleh pelapor atau masyarakat, jadi semua 
jenis laporan yang diterima akan dicatat 
kembali untuk diidentifikasi dan selanjutnya 
diklarifikasi dan hasilnya akan disampaikan 
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kepada Markas Komando Direktorat Polisi 
Perairan Polda Sulawesi Tengah untuk 
kemudian ditindak lanjuti”. 
Menurut Tjiptono (199542), bahwa 
terciptanya kepuasan pelanggan dapat 
memberikan berbagai manfaat, diantaranya 
hubungan antara masyarakat/pelanggan dan 
pemberi layanan menjadi harmonis, sehingga 
dapat memberikan dasar yang baik bagi 
terciptanya loyalitas masyarakat/pelanggan, 
membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke 
mulut (word of mouth) yang menguntungkan 
bagi pemberi layanan, reputasi yang semakin 
baik di mata masyarakat.  
Sesuai dengan hasil pengamatan peneliti 
bahwa respon anggota polairud dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat 
sudah cukup baik, hanya saja terkadang 
pelayanan yang diberikan tidak dapat 
langsung direalisasikan pada saat itu juga, 
karena situasi dan kondisi turut serta 
mempengaruhi pelayanan yang akan 
diberikan, misalnya bantuan yang akan 
diberikan kepada masyarakat seharusnya 
sudah disalurkan, tetapi mengingat sarana dan 
prasarana yang dimiliki Markas Komando 
Direktorat Polisi Perairan Polda Sulawesi 
Tengah sifatnya terbatas sehingga dapat 
mempengaruhi pelayanan tersebut. 
Parasuraman dalam Supriatna (1996:16) 
bahwa setiap pegawai dalam memberikan 
bentuk-bentuk pelayanan, mengutamakan 
aspek pelayanan yang sangat mempengaruhi 
perilaku orang yang mendapat pelayanan, 
sehingga diperlukan kemampuan  daya 
tanggap dari pegawai untuk melayani 
masyarakat sesuai dengan tingkat penyerapan, 
pengertian, ketidaksesuaian atas berbagai hal 
bentuk pelayanan yang tidak diketahuinya.  
Berdasarkan hasil pengamatan peneliti 
bahwa anggota polairud tidak pernah 
menunda-nunda laporan yang masuk, karena 
laporan tersebut disurvey dulu ke lapangan 
atau tempat kejadian, kalau sudah ditinjau dan 
sesuai dengan fakta dari laporan yang 
disampaikan kemudian diberitahukan kepada 
Markas Komando Direktorat Polisi Perairan 
dan Udara Polda Sulawesi Tengah. Selain itu, 
Pendapat informan di atas, ternyata sesuai 
dengan apa yang disaksikan peneliti, bahwa  
laporan yang disampaikan masyarakat, baik 
itu secara langsung maupun tidak langsung 
direspon dengan baik oleh anggota polairud.  
Menurut Mohamad (2003:2) bahwa 
permasalahan utama pelayanan publik pada 
dasarnya adalah berkaitan dengan 
peningkatan kualitas pelayanan itu sendiri. 
Pelayanan yang berkualitas sanga tergantung 
pada berbagai aspek, yaitu bagaimana pola 
penyelenggaraannya (tata laksana), dukungan 
sumber daya manusia dan kelembagaan. 
Pelayanan penanganan pengaduan 
masyarakat pada masyarakat sangat 
dibutuhkan perpaduan sumber-sumber yang 
diperlukan, dalam artian bahwa disatu pihak 
harus dijamin tidak terdapat kendala-kendala 
pada semua sumber-sumber yang diperlukan, 
dan dilain pihak pada setiap tahapan proses 
pelayanan, perpaduan di antara sumber-
sumber tersebut harus benar-benar tersedia. 
Jadi tanggung jawab utama untuk 
menyelenggarakan pelayanan penanganan 
laporan masyarakat adalah anggota polairud, 
dan umumnya harus dibekali dengan sejumlah 
kemampuan teknik administrasi tertentu. 
Sehingga hambatan yang akan terjadi dapat 
diantisipasi sebelumnya, dan tindakan yang 
cepat dan tepat dapat segera dilakukan. Oleh 
karena itu tanpa dukungan sumber daya yang 
memadai mustahil pelayanan penanganan 
laporan masyarakat akan tercapai sesuai 
dengan keinginan organisasi. 
 
4. Assurance/jaminan 
Dalam penelitian ini, Assurance 
merupakan kemampuan anggota polairud 
dalam memberikan jaminan. Adapun  jaminan 
yang dimaksud adalah jaminan yang 
diberikan pegawai dan anggota polairud 
dalam memberikan pelayanan penanganan 
laporan dan pengaduan masyarakat secara 
cepat dan tepat waktu, adanya jaminan 
keamanan dan perlindungan kepada 
masyarakat yang memasukkan laporannya, 
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serta adanya mekanisme yang dipergunakan 
dalam proses penanganan laporan tersebut. 
Sesuai dengan hasil wawancara yang 
dilakukan peneliti bahwa Anggota polairud 
selalu berusaha untuk memberikan jaminan 
keamanan kepada masyarakat yang berani 
memberikan informasi apabila terjadi tindak 
kejahatan. Bahkan kami akan merahasiakan 
nama sipelapor termasuk melindungi 
keluarganya. Selain itu, adanya upaya atau 
jaminan ketepatan waktu untuk 
menyelesaikan pengaduan yang terlebih 
dahulu masuk, sehingga pelayanan 
penyelesaian masalah tersebut dapat 
dilaksanakan sesuai dengan standar 
operasional prosedur yang berlaku”. 
Pendapat di atas,  dapat disimpulkan 
bahwa jaminan yang dimaksud di atas adalah 
berupa jaminan keamanan yang diberikan 
kepada masyarakat yang memberikan 
informasi terkait dengan perbuatan yang 
melawan hukum yang dilakukan oleh 
masyarakat (oknum). Olehnya itu sangat 
dibutuhkan suatu jaminan yang terkoordinasi 
dengan baik, sehingga kualitas yang 
diinginkan dapat tercapai dengan maksimal. 
Kualitas itu sendiri dapat memberikan 
dorongan kepada masyarakat untuk menjalin 
ikatan hubungan yang kuat dengan penyedia 
layanan. Dalam jangka panjang ikatan seperti 
ini memungkinkan penyedia layanan dalam 
hal ini adalah polairud untuk memahami 
dengan seksama harapan masyarakat serta 
kebutuhan mereka. Sebagaimana 
dikemukakan Triguno (1997:76) bahwa 
pelayanan yang terbaik itu melayani setiap 
saat, secara cepat dan memuaskan, berlaku 
sopan, ramah dan menolong serta profesional 
dan mampu. Dengan demikian penyedia 
layanan dapat meningkatkan kepuasan 
pelanggan yang menyenangkan dan 
meminimumkan atau meniadakan 
pengalaman pelanggan yang kurang 
menyenangkan.  
Kepuasan masyarakat adalah suatu 
jaminan yang harus diberikan oleh anggota 
polairud dan merupakan faktor utama yang 
harus diperhatikan oleh penyedia pelayanan 
publik, karena kepuasan masyarakat akan 
menentukan keberhasilan pemerintah dalam 
menyelenggarakan pelayanan publik. Definisi 
kepuasan masyarakat sering disamaartikan 
dengan definisi kepuasan pelanggan atau 
kepuasan konsumen, hal ini hanya dibedakan 
pada siapa penyedia dan apa motif 
diberikannya pelayanan tersebut. Penyedia 
pelayanan di dalam pelayanan publik adalah 
pegawai instansi pemerintah yang 
melaksanakan tugas pelayanan publik sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang 
telah diamanatkan dan penerima pelayanan 
publik adalah orang, masyarakat, lembaga 
instansi pemerintah dan dunia usaha, yang 
memperoleh manfaat dari suatu kegiatan 
penyelenggaraan pelayanan publik.  
Menurut peneliti, bahwa koordinasi 
yang dilakuan di antara sesama anggota 
polairud harus tetap intens dilakukan agar 
segala bentuk permasalahan yang terjadi 
dapat diatasi secara bersama-sama. Terkecuali 
permasalahan tersebut dapat diatasi oleh 
anggota polairud dengan menggunakan 
pendekatan kekeluargaan. Berbicara 
mengenai kualitas pelayanan, ukurannya 
bukan hanya ditentukan oleh pihak yang 
melayani saja tapi lebih banyak kepada yang 
dilayani, karena merekalah yang menikmati 
layanan sehingga dapat mengukur kualitas 
pelayanan beradasarkan harapan-harapan 
mereka dalam memenuhi kepuasannya.  
Dengan demikian, pelayanan yang efektif 
terjadi apabila para pembuat keputusan sudah 
mengetahui apa yang mereka akan kerjakan. 
Tugas dan tanggung jawab yang akan mereka 
kerjakan dapat berjalan dengan baik bila 
komunikasi berjalan dengan baik. Sehingga 
penanganan pengaduan harus 
dikomunikasikan dengan pihak-pihak yang 
terkait, agar kebijakan tersebut akurat, tepat 
dan konsisten. Dengan demikian, komunikasi 
sangat diperlukan agar para pemberi 
pelayanan akan semakin konsisten dalam 
melaksanakan penanganan pengaduan. 
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Berdasarkan hasil pengamatan yang 
dilakukan peneliti bahwa standar operasional 
prosedur tentang penanganan pengaduan 
masyarakat, pada dasarnya sudah sangat baik, 
karena di dalamnya menjelaskan secara 
terperinci tentang waktu penyelesaian 
tindakan, maksud dan tujuan, persayaratan 
dan lain-lain. Penjelasan di atas, dapat 
dipahami bahwa segala aturan atau 
mekanisme pelayanan sudah tertulis di 
standar operasional prosedur. Oleh karena itu, 
salah satu prinsip utama pelayanan dalam 
paradigma pelayanan publik baru yang harus 
diwujudkan agar pemerintah mampu 
memberikan pelayanan yang berkualitas dan 
terjamin. Selain itu, warga negara selaku 
pelapor juga memiliki hak untuk 
mendapatkan perlindungan akan hak-haknya, 
didengar suaranya/keluhannya terkait dengan 
pelayanan yang tidak maksimal, sekaligus 
dihargai nilai dan preferensinya. Dengan 
demikian, warga negara memiliki hak untuk 
menilai, menolak dan menuntut siapapun 
yang secara politis bertanggungjawab atas 
penyediaan pelayanan publik. 
 
5. Emphaty/empati 
Dalam peraturan perundang-undangan, 
dijelaskan bahwa memberikan pelayanan 
tanpa diskriminasi juga merupakan kewajiban 
pelaksana pelayanan. Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik mengamanatkan 
bahwa perilaku pelaksana dalam pelayanan 
publik harus adil dan tidak diskriminatif. 
Untuk melaksanakan pelayanan penanganan 
pengaduan masyarakat, baik yang ada di 
wilayah Kabupaten Donggala dan sekitarnya 
maupun masalah-masalah yang ada di 
wilayah pesisir dan pulau-pulau, maka 
diperlukan empati yang maksimal, agar 
masyarakat selaku pelapor dapat merasakan 
langsung pelayanan yang diberikan. Emphaty 
yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu 
pelayanan penanganan pengaduan masyarakat 
yang dilakukan secara adil/tidak diskriminatif 
dan keramahan anggota polairud pada saat 
memberikan pelayanan secara sopan dan 
santun. 
Sesuai dengan hasil wawancara yang 
dilakukan peneliti bahwa Pelayanan yang 
diberikan kepada masyarakat sudah sesuai 
dengan asas dan prinsip pelayanan publik, 
yaitu memberikan pelayanan secara 
transparan, adil dan terbuka, dan anggota 
polairud tidak melakukan hal-hal yang 
sifatnya diskriminatif, jadi semua masyarakat 
yang layani diperlakukan secara adil, agar 
masyarakat yang datang berurusan di markas 
komando dirpolairud merasa puas dan senang 
terhadap pelayanan yang kami berikan”. 
Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat 
disimpulkan bahwa dalam hal pelayanan 
kepada masyarakat, anggota polairud tidak 
pernah membeda-bedakan antara masyarakat 
satu dengan yang lainnya, karena pada 
hakekatnya anggota polairud adalah pelayan 
kepada masyarakat dan diadakan tidak untuk 
melayani diri sendiri, melainkan untuk 
melayani masyarakat. Demikian halnya 
dengan anggota polairud, dituntut dapat 
melaksanakan pelayanan yang adil, 
khususnya dalam memberikan pelayanan 
kepada masyarakat agar tercipta kesejahteraan 
yang menyeluruh dengan berpedoman pada 
Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. 
Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan 
anggota polairud adalah melaksanakan 
pelayanan penanganan pengaduan masyarakat 
secara tuntas dan berkeadilan. 
Widodo (2001:25) mengatakan bahwa 
masyarakat semakin sadar akan apa yang 
menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga 
negara dalam hidup bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara. Masyarakat semakin berani 
untuk mengajukan tuntutan, keinginan dan 
aspirasinya kepada pemerintah. Masyarakat 
semakin kritis dan semakin berani untuk 
melakukan kontrol terhadap apa yang 
dilakukan oleh pemerintah.  
Pada dasarnya setiap orang berhak 
mendapatkan perhatian dan kesempatan  yang 
sama dalam memperoleh pelayanan. Hal ini 
perlu dilaksanakan oleh anggota ditpolairud 
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dalam memberikan pelayanan kepada setiap 
pemohon/pelanggan, karena pelayanan yang 
tepat adalah pelayanan yang diberikan sesuai 
dengan apa yang diinginkan. Olehnya itu, 
pemohon/masyarakat tentunya sangat 
menginginkan pelayanan yang diberikan 
sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, 
karena pelayanan akan menjadi sia-sia jika 
tidak sesuai dengan harapan 
pemohon/masyarakat. 
Dalam peraturan perundang-undangan, 
dijelaskan bahwa memberikan pelayanan 
tanpa diskriminasi juga merupakan kewajiban 
pelaksana pelayanan. Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik Pasal 34 
mengamanatkan bahwa perilaku pelaksana 
dalam pelayanan publik harus adil dan tidak 
diskriminatif.  Secara teoritis, tujuan 
pelayanan publik pada dasarnya adalah 
memuaskan masyarakat untuk mencapai 
kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan yang 
adil yang tercermin dari asas-asas pelayanan 
publik berdasarkan Surat Keputusan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara  (Kepmen-
PAN) Nomor 63 Tahun 2003, seperti 
tranparansi, akuntabilitas, kondisional, 
partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak 
dan kewajiban. Selain itu, tujuan dari 
pelayanan publik adalah memuaskan dan 
sesuai dengan keinginan masyarakat pada 
umumnya, untuk mencapai hal ini dibutuhkan 
kualitas pelayanan yang sesuai dengan 
kebutuhan dan keinginan masyarakat. Bila 
kita melihat dari tujuan pelayanan maka yang 
menjadi sasaran adalah kepuasan dari 
masyarakat.  
Menurut peneliti bahwa pada dasarnya 
masyarakat tidak butuh penghargaan yang 
berlebihan, tetapi mereka hanya butuh untuk 
diperhatikan, sehingga empati atau kepedulian 
yang diinginkan oleh masyarakat dalam 
pelayanan dapat mereka rasakan. Hal lain 
yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang 
melakukan pelaporan yaitu adanya sikap 
ramah dan sopan yang harus diperlihatkan 
oleh para anggota. Karena apabila setiap 
pelayanan yang diterima oleh masyarakat 
dengan memperlihatkan kesopanan dan 
keramahan anggota polairud, tentunya akan 
membuat masyarakat akan betah dan senang 
dalam menerima layanan pengaduan. Sesuai 
dengan apa yang dilihat peneliti, bahwa sikap 
ramah dan sopan yang diperlihatkan oleh para 
anggota polairud, baik itu yang ada di daerah 
maupun yang ada di markas komando 
merupakan cara agar masyarakat yang 
berurusan dapat merasa senang dalam 
menerima pelayanan. Pelayanan yang sopan 
dan ramah adalah bentuk kepedulian yang 
harus dijaga setiap pemberi pelayanan, 
sehingga diskriminasi tidak akan dirasakan 
masyarakat. Selain itu, aparatur tidak boleh 
membeda-bedakan antara masyarakat yang 
satu dan yang lainnya. Sikap ini sangat perlu 
dilaksanakan di semua pelayanan publik, 
sehingga dengan sikap tersebut masyarakat 
akan merasa diperlakukan secara sama tanpa 
memandang status sosial. Sedangkan sesuai 
dengan apa yang peneliti saksikan, bahwa 
pelayanan diberikan anggota polairud tidak 
menganut sistem yang sifatnya diskriminasi, 
dan selalu berusaha untuk berlaku adil kepada 
setiap pelapor/masyarakat. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa, perhatian yang diberikan 
aparat memang tidak diskriminatif, faktanya 
adalah tersedianya layanan informasi kepada 
masyarakat yang harus diperhatikan, 
memberikan perhatian dengan suasana yang 
bersahabat, sopan dan ramah, serta berusaha 
mengetahui keinginan pemohon/pelanggan, 
sehingga membuat mereka merasa dihargai 
dan dihormati. Anggota polairud juga harus 
dapat merasakan apa yang masyarakat 
butuhkan, dan anggota polairud harus benar-
benar memberikan perhatian yang besar dan 
khusus, serta berusaha untuk mengerti dan 
memahami apa keinginan, kemauan, dan 
kebutuhan masyarakat. 
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
Berdasarkan hasil penelitian, maka 
ditarik kesimpulan bahwa kualitas pelayanan 
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publik di Markas Komando Direktorat 
Kepolisian Perairan dan Udara Polda 
Sulawesi Tengah belum efektif. Pertama; 
aspek tangibles, yaitu sarana dan prasarana 
yang ada di Mako Ditpolairud belum 
memadai. Kedua; dimensi reliability, yaitu 
kecepatan aparat memberikan pelayanan 
belum sepenuhnya maksimal disebabkan 
karena masih terbatasnya jumlah personil 
yang dimiliki Direktorat Kepolisian Perairan 
dan Udara Polda Sulawesi Tengah. Ketiga; 
dimensi responsiveness, yaitu anggota 
polairud yang menerima keluhan pemohon 
sudah baik, tetapi kecepatan dalam 
menyelesaikan pengaduan belum maksimal, 
karena terkendala pada koneksi jaringan di 
beberapa daerah yang kurang baik. Keempat; 
dimensi assurance, yaitu jaminan kemanan 
yang diberikan anggota kepada masyarakat 
sudah maksimal. Kelima; dimensi emphaty, 
yaitu pelayanan yang diberikan anggota 
polairud tidak diskriminatif dan anggota 
polairud selalu memberikan pelayanan secara 
sopan dan santun.  
Berdasarkan hasil penelitian dan 
kesimpulan di atas, maka peneliti 
memberikan rekomendasi terkait kualitas 
pelayanan publik di Markas Komando 
Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara 
Polda Sulawesi Tengah, yaitu sebagai berikut: 
1) Diharapkan  Markas Komando Direktorat 
Kepolisian Perairan dan Udara Polda 
Sulawesi Tengah menyediakan sarana dan 
prasarana yang lebih memadai dalam rangka 
untuk menunjang pelayanan penanganan 
pengaduan masyarakat; 2) Diharapkan adanya 
penambahan jumlah anggota polairud di 
beberapa daerah, agar pelayanan yang 
berkualitas dapat segera terealisasi, sesuai 
dengan harapan organisasi; 3) Diharapkan 
adanya upaya dari Direktorat Kepolisian 
Perairan dan Udara Polda Sulawesi Tengah, 
untuk melakukan perbaikan layanan jaringan, 
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